
WALTK9TA MAKASSAR

PROPINSI SUTAWESI SELATAIV

PERATURAN $.u"txorA MAI{AssaR
NOMOR : 64 TAIIUN 2014

TENTANG

PEDOIVIAN PERJALANAN DINAF BAGI WALIKOTA/WAKIL UTALIKOTA'

SEKRETARIS DAERAI{, PIMPINAT{ DPRD, ANGGOTA DPRI''
PEGAWAI NEGERI STPIL SPRTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

Monimbang : a.

c.

b.

WALIKOTA MAI(ASSAR'

bahrva berdasarkan peraturan Menteri Dalam Ncgeri

Nomor g7 Tahun 2ol4 tentang Pedoman Penyusllnanb

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah_ Talnrn

Rrrlfatatt 2015, maka Peraturan Walikota Makassar

Nonior g Tahun 2OI3 tentang Biaya perjalanan dinas

bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerair Kota Makassar; dipandang tidak sesuai lagt

cialErm menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas
pcmerintahaii dan pembangunan sehingga perlu di

tinjatr kembali;

balru,a dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas,
tran sparansi dan akuntabilitas belanja perjalanan dinas,
perlu diatur pedoman belanja perjalanan dinas bagi

i{epala Daerair/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai

fvegeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil'

bahu,a berdasarkan pertimbangan sebagaimana
clirnaksud pada huruf a dan huruf b, maker perlu di
tetapkan kembali Peraturan walikota Makassar tentang
peclornan pedalanan dinas bagi Walikota/Wakil
Waiikota, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota

DPIRD Pegawai Negeri Sipil serta non Pegawai Negeri sipil
Kota Makassar;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
pembe.,t.tkatt Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran

Ncgleri Repurblik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Negara

Republik Indonesia Nomor 1822lr;

Mengingat : l.
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unclang-undang Nomor 2g rahun rggg tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, Nepotisme (kmbaran Negara Republik
Indrrnesia Tahun 1999 Nomor L26, Tambahan lembaran
Ncgara Republik Indonesia Nomor 3851);
unclang-undang Nomor LT Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a2S6);

unclang-undang Nomor I Tahun 2oo4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Irrdonesia Tahun 2oa4 Nomor 5. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Penreriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keutangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OA4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa00);

Unrlang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah R.rsat dan
Daerah, {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Inclonesia Nomor 4400);

Un rlang-Unclang Nomor 12 Tahun 20l1 tentang
Pernbe ntukan Peraturan Perundang-undangan
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Unrlang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur
Sipit Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Reirublik Indonesia Nomor 5 9a);

Un,Jang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Fernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2O14 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Neg;ara Republik Indonesia Nomor 5587);

Instrurksi Presiden Nomor 5 Tahun 20L I tentang
Perjalanan Dinas Luar Negeri;

Ilcr art.uran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Irur igeioir:an Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Repuhlik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
I-ernbaran hlegara Republik Indonesia Nomor a578);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 'lahun 2006
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sel-,agaimana telah diubah terakhir dengan peraturan
Mer:teri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2OL I tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nornor 13 'fahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaarr
Keuangan Daerah;

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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Pererturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 Tahun 201 1

tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi

PejabaiTn.gu.wai Di Lingkungan Kementerian Dalam

Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota

Dewan Perwakilan RakYat Daerah;

Peratttran Menteri Keuangan Nomor I 13/PMK'05/2OL2
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat

Negerra, Pegau'ai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

Per.aturln Menteri Dalam Negeri I Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2oI4,
tentar.ng Pe doman Pen5nrsunan Anggaran Pendapatan

dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2O15;

Perartur{tn Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Kecludukan Protokoler dan Keuangan Pirnpinan dan

Anggcta DPRD Kota Makassar (Lembaran daerah Kota

Marlcassarr Ncmor 5 tahun 2005);

Perr,rtr-rrirn Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009

tentagg Pembentukan Susunirn Organisasi Perangkat
Dae rah l(ota Makassar (Lembaran Daerah Kota

Makassar Nomor 3 Tahrrn 2009) sebagaimana telah

diubzrh dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor

T Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan
Dacr.arh Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2OO9 tentang
Perribentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Kora fulakassar (lembaran Daerah Kota Makassar

Tahun 2013 Nomor 7);

Pcrerturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-

Poi.lok Pengelclaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kr.r;Li N,Taki:.ssar Tahun 2009 Nomor 4);

pu.-itturan walikota Makassar Nomor 66 Tahun 2009

tent,ang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Kcuangan

Da*:r,:rh {l]e r-ita Daerah Kota Makassar Tahun 2oo9

No r-nc: r $6) .

L4.

15.

16.

t7.

18.

24.

19.

Menetapkan :

MEMUTUSI(AN :

PERATTJRAN 1VALIKOTA MAI(ASSAR TENTANG PEDOMAN

PERJALANAN DINAS BAGI IIIALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA'
f}EKRETARIS DAERAH, PIMPIIIAN DPRD' AilGGOTA
DPRD, PEGAWAI NE{GERI SIPIL SERTA NON PEGAUTAI

NEGER'I SIPIL KOTA MAKASSAR.

BAB I
KE?SNTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. pemerintah daerah adalah pernerintah Kota Makassar.

2, Dewan perwakilan Rakyeit. Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar'
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pimpinan DpRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan

Ralqyat Daerah Kota Makassar.

Anggota DpRD adalal: Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kota

Makassar.

S. pejabat Daerah dan Fegan ai Negeri Sipil. adalah Pegawai Negeri Sipil dan
pejabat pejabat Daerah sebagalmana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 5 tahun 201a tentang Aparatur Sipil Negara'

6. Non pegawai Negeri Sipil aderlah selain pegawai negeri sipil Pemerintah Kota

Makassar yang **lok.rkan perjalanatt dinas untuk kepentingan

penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Makassar.

T. pejabat berwenang aclalah Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD dan

Sekretaris Dererah Kclta Makassar;
g. Satuan Kerja perangkar Dacrah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna

anggaran I barang.
g. pengguna Anggara:l ,v'i)ilg seinnjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang

kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan

fungsi SKPD Yang diPlrnPinnl'a.

10. Kuasa Pengguna Anggarattl yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat

yang diberi kuasa ri,r'-uk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

1 l. pedalanan dinas dair.:::: Cirerah adalah perjalanan keluar tempnt lcedudukan

yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang

dilakukem dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk kepentingan

Negara f Daerah attts pt:rintah pejabat yang berwenang'

12. perjalanan dinas luilr^ claerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan

(diluar provinsi Sularvesi Selartan) y"ng dilakukan untuk kepentingan

Negara/Daerah atas g:r:rinterh pejabat yang berwenotrg, termasuk perjalanan

dari tempat kedudrtkan l<e tempat mininggalkan Indonesia untuk bertolak

keluar nlgeri clan cjari tcrrrpat tiba di Indonesia dari luar Negeri ke tempat

yang dituju cii dalari: Ncger:i.

13. Tempat Kedudukan i,rc,ala.h lokasi kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah'

14. Ternpat Tujlrern aclalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas'

15. Tempat Tujuan Pindahr eiclalah t-cmpat/kota tujuan pindah.

16. Dokumen pelaksana{r.n Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-

SKpD adalah dokr-r:rcri yang memuat pendapatan dan belanja yang

digunakan sebagai ,j*siar pe laksanaan anggaran oleh PA.

12. Surat perjalanan Dincrs ),ang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen
yang aiteinitkan olch pA lKpA dalam rangka pelaksanaan Perjaletnan Dinas
-U*gi 

Kepala Daeral'r/tVari<il iiepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD,

p.[u*".i n.g"ri sipii cl;l.n non :]e gawai negeri sipit.

lg. pelaksana SpD adalal"r Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan

Anggota DPRD, pegti.\t'ai aparatur sipil negara dan non pegawai aparatur

sipifnegara yang tnckr }<silnakan perjalanan dinas'

19. Bialra rill aclalah t-rlar''ii:r l,ang cirkeluarkan sesuai dengan bukti pengeltlaran

yang sah.

20. Lumpsum aclalah sr;illt-'.r jumlah r-rang yang telah dihitung terlebih dahulu

(pre calculatecl amoi;;i r) ci E;:r rtibayarkan sekaligus.

2 I . perhitulgan Rarnp.-:r: g aC r,r.lirh perhitungan biaya Perjalanat Dinas yang

dihitungi.*r"i ketuitr-rllan riil oeidasarkan ketentuan yang berlaku'
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22. Surat Perintah perjalanan dinas yang selanjutnya disebut SPD adalah surat
perintah kepada Waijkota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Pimpinan

DpRD, Anggota DpRD Pegawai Negeri Sipil serta non Pegawai Negeri Sipil

melaksanakan perj alatlan dinas.

23. Tempat kedudukan arJalah tempat/kota kantor SKPD berada.

24.Tempat tujuan adalatr telnpat/l<ota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

BAB II
FIIINSIP PERJALAITAN DINAS

Pasal 2

pedalanan dinas dilaksar:akan clengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

a. selektif, yaitu hanl,rl untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas

serta beikai tan 4en gan penyeienggaraan pemerintahan dan pemerintahan

daerah;
b. efisien, yaitu penal.il]il"(:an anggaran perjalanan dinas dilakukan secara

hemat dan didasarkan pacla kebutuhan nyata;

c. efektif, yaitu pelaksaraen anggaran perjalanan dinas disesuaikan dengan

pencapaian kiner"ja kegiatan SKPD; dan

d. akt-rntabel, yaitr.l 1:ertanggungiawaban pelaksanaan perjalanan

dilakuk".., *J".rai clcngan pembebanan biaya perjalanan dinas'

BAB III
JEI{IS PE.RJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Pasal 3

Perjalanan dinas meliPr-lt-i :

a. perjalanan dinas dirlarn daerah;
b. perjalanan dinas iuar daerah;
c. perjalanan diners luar r:egeri'

Pasal 4

perjalanan dipas clai::rri clarerer,.r merupakan-perjalanan dinas dalam wilayah
provinsi Sulawesi Se lziran dari tempafkedudukan (Kota Makassar) ke tempat

yang clituju di clalanr rvilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan kembali ke

ternpat kedudukan sernuila.
perjaranan dinas hrrrr caerah merupakan perjalanan dinas dari tempat

kedudukan (Kota lrlakassar) ke remp"t yu.ng ditujn diluar Provinsi Sulawesi

Selatan dan kembali ke tempat kedudukan semula'

perjalanan dinas luai' nr:gcri merupakan perjalanan dinas dari kedudukan

(Kota Makassar) ke r:r:rn,,iat ),'ang aituj.t diluar Negara Kesatuan Republik

indopesia dan kemir:; ii L:e tcmpa.t kedudukan semula'

Pasal 5

Perjalanan clinas dilakr-ri'::aii ':lalarn rangka :

;. pelaksanaan tggir.s clap I'ulgst yang melekat pada jabatan;

b. mengiicuti rap{r[, rs(j rni-tlar, dan sejenisnya;
c. menempuh r-r.1ian iliniLs/ ujian jabatan;
d. mengitr<uti perrcliclii<ai: dau uciatihan;

dinas

(1)

(21

(3)
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e. rnenjer:rput/ merrg€rntarkern ke tempat pemakarnan jenazah Kepala
Daererh/Wakil Kepaia Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dan PNS yang

rneninggal dunia clalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
f. menjemput/mengantarkan ke ternpat pemakaman jenazah Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dan PNS yang
meninggal ctunia cleiri t.empat kedudukan yang terakhir ke kota tempat
pemakaman; dan

g. i{al-hai lainnyir craiarn rangka pelaksanaan program dan kegiatan
Pemerintahan I) atc rair.

Pasal 6

perjalallan nina.s clalanr n*geri rnaupun perjalanan dinas luar negeri yang

dilaksanakan olel: W:rlihort/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Pimpinan
DpRD, Anggota DPRD, F,cgar,r,ai Negeri Sipil Serta Non Pegawai Negeri Sipil,
dilakukan secara selekrift, lrekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta

memperhatikan target kincr-ja ciari perjalanan dinas dirnaksud sehingga relevan

dengan subsransi kei:ija Kilrt ilaerah.

tsAB TV

JUITLAH HARI PERJALANAN DINAS

Pasal 7

Jumlah hari perjalarleur clinas untuk tujuan menghadiri undangan dari

kementerian/lemlagtt/ iirstirnsi/ Pemerintah daerah lainnya, lamanya hari
perjalapg.n dinas cli r.e lapkarn maksimal dihitung berdasarkan jumlah hari
petat sanaan kegiararr se$uai surat/undangan di tambah dengan maksimal

b lauay hari, masing rnasinq 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan I (satr'r) hari
setelahnya.
Jurnlah hari pe{ialarriin clinas untuk tujuan melakukan koordinasi dan

konsul tasi tanpa u n c i ansan clari Kementrian/ Lembaga/ instansi pemerintah

daerah lainnya, larijrrnva i.rari r:srjalanan dinas di batasi maksimal 3 (tiga)

hari kerla ataLl clitcnrurka.ri iair: oleh pejabat yang berwenang.

Jurnlah hari perjalri;.an ciinas untuk tujuan mengikuti Workshop/Bimtek/
Diseminasi/Sosiaiis;,sr1'$err:ir:rrlr/Lokakarya/Simposium dan sejenisilY&,

lamanya irari peiiaiirnaii d.inas clitetapkan maksimal di hitung berdasarkan

lanranya hari lr*,:,ri iii r:i,ii"r clinas litetapkan maksimal dihitung berdasarkan

waktu pelaksana&r1 icegiarari cli tambah clengan maksimal 2 (dua) hari,

masing-n:asing I (sa'r-i; lari se belum kegiatan dan 1 (satu) hari setelahnya'

BAB V
E}.,ITif A PERJALANAN DINAS

Pasal I
(I) Biaya perjalanarr tiinas l:agi $ialikota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah,

pimpinan DpRi), ,i\nggatar-DPRD Pegawai Negeri sipil serta non Pegawai

Negeri Sipit cligclu:igi;:..r cia.ain 6 (enam) tingkatan, yaitu:

a. Walikota/Wakil Waiikota

b. Sekret.aris L)ar':-rri-, ,/ Pi:'.rlriil.i:-n DPRD, Anggota DPRD;

c. PNSr, Eselon :i;

d. PNS Eselon [ll;
e . PNS Eselon i\';
f. PNS Goiungari i v' clttn ill;

(1)

(21

(3)
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g. PNS Golongan II dan I.
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, hanya
diperkenankan melakukan perjalanan Dinas dalam hal mendesak/ khusus,
seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersanglimtan.
Dalam hal menghadrn acara Walikota/Wakil Walikota perlu didampingi
oleh istri, maka dalam hal ir:li standar biaya yang digunakan disetarakan
dengan Walikota/ Wakil Walikota.

(41 Ajudan rrang diikutse:rtakan dalam mendampingi Walikota/Wakil Walikota
dapat mengguneikan fasilitas hotel yang sama, dengan menggunakan
standar terendal: di irotcl tersebut.

(5) Biaya Perjalanan l-rapi hion Pegawai Negeri Sipil dibagi kedalam 6 (enam)
ka[egori .vang kernuclian disesuaikan dengan kategori Pegawai Negeri Sipil,
dengan ketentuan sebagai lrerikut:
a. Tokoh Masvararkrrt I l\datlAgarna yang telah dikenal secara massif atau

dalam skala nasicnal yang diangkat menjadi tenaga ahli narasumber
dalam rnendukrrng peiai<sanaan suatu kegiatan SKPD atau
penyciefiggidri:lrLir i"-rsn:eririt;lhan daerah berdasarkan SK Walikota
(disetarakan d*ngan IrNS llselon II);

b. Tokon Melsvitrais:at/Adat/Agama telah dikenal secara lokal atau dalam
skalar claerah .v'i:lli{ riiiin6r1<at menjadi tenaga ahli narasumber clalam
menciukuing pc},a l<selnFrrifi sr.ratu kegiatan SKPD atau penyelenggaraan
pernerintaha:r r-iier"ah t--erdirsarkan SK Walikota (disetarakan dengan
PNS riseion trili;

c. Perscoranqiirl ri e nq diangkat menjadi tenaga ahli
rlara$Llrnt:er/fi-r.:,sil'rn'ior,/instrtrktor dalam mendukung pelaksanaan
sua.tr-i krqiataii Ii j',i'D ai:a,r, penyelenggaraan pemerintahan daerah
i:erdlsai'kan Sii- Wai.ii<u[rL, (iisetarakan PNS eselon III) atau clisesuaikan
dengiln cselon iir'gau,ai vang; bersangkuten;

d. Fers*ora n gan ',.ii n{{ diangkat menjadi tenaga ahli
ni&rils'umi:er/ft,sii,u':i::-'rii:struktor dalam menduL*,rttg pelaksanaan
suat* kcgiat.a:-l li.*, irli atau penyelenggaraan pemerintahan daerah
berd:rsrt rkan S:^l }{c'pi,ria SKPD, (disetarakan PNS esclon IV) atau
cl i se s r-rai i{ a.n rI e r: i;i.tr"i .: $r L* lo n Pe gawai yang bersangkutan ;

e. Pcrs*i;rangi:ir'r 'u'i:: ^,ii "iirinekat menjadi pengurus Ketua Tim Penggerak
PKK. (ciisrr'-aral":i=l" i'ir:'.i.,-Ltii PNS eselon II);

f. .,),3jrsr-or? ngan :,'.- ;t[. :liei:;ikai. menjadi pengUrus dalam Tim Penggerak
F'KI( )'arrf, :l.aiai-r" l.'';;.1 ini mcndulimng pelaksanaan suatu kegiatan SKPD
i:i.[ar.l peilyr:1r:ni1r:';:li','ii:n pern:rintahan daerah berdasarkan SK Kepala
SliPii, icliscizii"a:..:;i.r' iri\S cs;elon IV) atau disesuaikan ctengan eselon
iregil'"tral \'arIg lJu; r;i.j :gi.':ut tiIIl ;

g. Pe rsr: orangiul \'i.i i i r, r.iiarrgkirt menjadi tenaga pendukung pelaksana
kegiatan SI(PD ix:r'r:risirrkdn SK Walikota (setara PNS golongan II);

(6) Non Pegirwai Illege;', i;ipii ss'bargaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c,d,
dan e t-lan5,'lt Cip,,ri'lqer:ii.i.kAn melakukan perjalanan Dinas dalam hal
meniesi:k/ kn',-rsLllr, rri'ilt:i'Li ri::i.lam hal tenaga teknis tidak diperoleh di
tempat" h'irsltti'g)r r-.1 :li i t .

'7.\.
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(1)

Pasal 9

Biaya perjalanan dinas t.erdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
a. uang harian;
b. biaya tran spr:rt;
c. biaya penginapan;
d. tiang l'epresentasi;
e. biayar menjempltl,/ mengantar jenazah.

(21 Biaya transport sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Bia5'E1 perjirlaniirl rnulai dari kantor/asal tujuan menuju ke tempat
p.e mi:erangka.h,r:i seperti bandara/pelabuhan/ terminal bus dan
kepulangan.

b. biayn tiket/alat transportasi dari tempat kedudukan sampai tempat
tujuan keberangkatan dan kepulangan.

c. Biar':. pcrjalar,iin rnr:lai dari bandaral pelabuhan/terminal bus ke
ternnat tr:juan / irotel dan kepulangan.

d. retribr-rsi danfatrru 1:ajak _\/ang dipungut di terminal bus/stasiun/
Lrandarn,/ lrel&bi: i-.a i'r l<eberangkatan dan kepulangan.

(3) Biaya trrrnsio:'1t,rsi riicr.:*'Rr"i.;an sesuai dengan biaya riil.
(4) Batasairr bieil':i pcrjaiiinar: iiirils sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

(b) sebaqaimana l-ei-c'antum dalam lampiran II, yang merLlpakan bagian
yang ticiek ternisa:.hk:,rn cl:rri Per:lturan Walikota ini.

(S) Sewa l<r:nclareern rir,larn }<.rtel yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
Penggrlnaar-."' kornpr:r:rcn sc\llir l.:endaraan hanya dapat diberikan kepada
Walikota/ Wakil Waii [<ota.

(6) Biaya ,:engina.p{iri seb:rgain:a;:a pada ayat (1) huruf c, dibayarkan
berdasa:-kan biaya ;-iil vang dikcluarkan untuk membayar harga hotel dan
atau penginai)iul' ri{::i't.a ff}cmi)eclomani besaran satuan biaya yang berlaku
dalam APBN rahu:i: bcrjalar:. sebagaimana diatur dengan peraturan
peruncla r r g- u i. rciet n gtl rl .

(7) Apabila iumk:-h peial.;:sana perialanan dinas lebih dari I (sattr) orang maka
biaya irore I rJn i:irt oigabungkan, dengan menyertakan bukti
pertangi{ungjrr\\rahai"i i<r,r'ilansi hotel yang digabung nama pelaksana
perj alan itn ciiners t.r:':^;,ebttt.

(8) Dalarrn hii,i 1:.:laksi,.:lakin ;;r:riai:tr:.an dinas tidak menggunakan fasilitas hotel
atau te :np:r'; leiii::r:":"','a sel:agni.nana dimaksud ayat (6), kepada yang
bersangkutzr.n dil;*iiLi&;'r hirryi,l penginapan sebesar 3O% (tiga puluh persen)
dari tarir irolel ses'i".iiri Ccr"rgan Lingkatan pelaksana perjalanan dinas dan di
bayarkail Secllra lt:1,Il)sllrn.

(9) tJang lrar*ian clern i*r.iii{ r"i.:presclitasi dibayarkan secara lumpsum.
(10) Pemhar,rtlritn i:iar.a :,'.':rrsiniiiDan clitetapkan berdasarkan lamanya menginap

yang cLit.iLurq cii.r'i.i,inrl:,r]: nar"i cerjalanan dinas di kurangi satu hari-

(11) Uang i-ijpi-is3irti:si :,,. .-i-gaimane dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan
kepaea 1:u'et,lir)i:i:,/'Ii''iri;ij l,l,Jniili*Xa, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD dan

.A,nggote ii[]rtli s:r:i"";lr r r:i:,i.i:;,it l:lsulon II selama melakukan perjalanan dinas.

(12) tsialrcr i':],:itj;::llpLri.,' ',:"r:i':i.:iini;lr j":nazah sebagaimana dimaksud pada ayat
/ L) hr-rnif e. rne lipurti iri:r1'ar transport bagi penjemput/pengantar, biaya
Deme lia:: cla:l biilr'1:l i'IllBllittan j t:nazah.

(13) Bial,a i)r.:'i-ji-,1:,;ri-r,rn i1:n;s dr,lat:n rangka mengikuti workshoplbimtek/
tCiscnr.irr'; si,/ s,:sia.lj::ii:i'Si i st,:il:in rrr / lokakaryalsimposium dan sejenisilY&,
yang mcmba),ar lJitl.,,a i.:lril.tribusi peserta dimana biaya kontribusi tersebut
sudah r.ermaslrl< ftiavit mnkan dan akomodasi, maka selatna mengikuti
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(14) Komporlen Bial,a Perjaianan Dinas dalam daerah dart
' 

sebagairna*a dimaksucl perda ayat (1) dicantumkan dan

lampiran I, yang merupnlcrlr bergian yang tidak terpisahkan
Werlikota ini

acara
uang

pergLlnaitan.
(3) Jarak ternPuh sctian

di susun oleh Bagian

( 1) Satuan uerng re p re: sc rr ia si se bagaimana
hurui c[, di tct.apkai'i s,ei:t'lgai il'*:tikut:
a. Walikotei/ Wakii tlia irliotrt
b. Sekret.aris Daeraii
c. Pimpinarn DPItDr'A:rggota DPITD dan PNS

(21 uang repx-esli::rts si scl.,*i$riiljrnet ne jumlah hari

tersebut hanva ciil:ayarkan uang saku, biaya transport lokal dan

reilrese ntasl.
luar daerah

diatur dalam
clari Peraturan

(1s) Komp6nen biaya pcr-lalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dica*tumkan percla rincian bia'ya pedalanan dinas sesuai dengan format

sebagaimana tercantr-rrn cialam lampiian III, yang merupakan bagian yang

tidak tr:rpisa,hke.:.t Lari llerartutran Walikota ini'

C'asal 1O

(1) Biaya tri:nspcrt dern i::i,:r.,,ti ;*,k*nrodasi ditetapkan setiap tahunnya dengan

kepr-r iu$iiiir iitlliknt.n i*;lt i.i:l ri.'{ satuan biaya perjalanan dinas'
l--- lrLU TJ UI I q$L

L

(21 unruk perjalanan cliir;rs ttafanr ctaerah iitcamingguni,IT ,*:1i:i:^d*?:
d1berikr,rrr bia3ra barirai, bakair yang dihitung berdasarkan jarak antara *:]:
tempat kedlciukan ce:.rrp.trn icoia t.r.'.,r.tt perjlhnan dinas yang bersangkutan

J^-^^* rr^har t{iLWIITyL{ L r\vu La

dibag, ciegga.n ;ai.rak r.ciiipu'h setiap litir bahan bakar kendaraan yang di

lite r bahan bakar menurut jenis dan umur kendaraan
pe r le r:gkapan Sekretariat Daerah'

lPasal 11

dimaksud dalam Pasal 9 aYat (1)

Eselon II
perjalanan dinas luar daerah'

Pasal 12

Walikota/\.\r:.kii v!aiikotir, Sekret':ir''s Daerah' Pimpinan DPRD' Anggota DPRD

PegawaiNeeeriSipilsertal-}onPeglawaiNegeriSipildilarangmenerimabiaya
perjalanan iinars rlngkal: lciua kaii atau leb'ih) uniuk perjalanan dinas yang di

'\ lakukan dalam waktu -r'ang bersamaan'

Pasd 13

(l) Biaya pcrjaianan ciinas <iibayaikan sebelum perj alanan dinas dilaksanakan

dan di bukukan sebaSlat uang nluKa'

(2) Biaya perjaLanan clinas dimaksudkan pada ayat (f) di bukukan sebagai

pengeiuaran ciei-i:riiif seteiah pertanigung- iry"bq" perjalanan dinas

walikota/wakii walikota, sekretaris blerah, Pimpinan DPRD' Anggota

DPRDPegau,aiNee;':ri-qjpilsertanonPegawaiNegeriSipilditerimadantelah
diverikasi oleh benclanara pengeluaran'

(3) Dalam lrrrl ;.ni i]c:.il1la]14'n clilras harus dilaksanakan sementara biaya

perjalanarrdirur.a..l,u,clibal;arkansetelahperjalanandinastersebutselesai
dilal':s:r:ralce n'
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: Pasal 14

Walikota/Wakil Walikota, Sel<reta.ris Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD
Pegau'ai Negeri Sipil $ertii" non Pegelwai Negeri Sipil yang akan melaksanakan
Perjatanan Dinas har"us tertrebih clahulu mendapat persetujuan/perintah dari
pejabat yang berwenang.

I3AB VI

TATA CARA PENGAN$GARA}T, PE}LAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAI{
PERTANGGUNGJAtrIABAI{

Fasal 15
Pen;ganggaran

(1) Biaya Pcr^.talar:an l-rina.s riian*{Sr,'!r'kan dalam kegiatan yang
dalam jenis Belanja Barang dan ,Jasa, dengan menggunakan
perjalana:i dinas diLiain claer'eth :,i iau luar daerah

(21 Pembayaran perjalana,n dinas clilakukan melalui mekanisme
mekanisn ;e Feirrbril'rl'ii-n I-z:ttgsurrg (LS).

(3) Pembayar":ln. tliaya P* t; ill ,ittta-'. )inas dengan mekanisme
melalui perikaleur de r'^;jttrI 1:enveiia jasa.

diuraikan ke
obyek belanja

UP dan latau

LS dilakukan

a7'.\

I'asal 16
(1) Penyeciia -;iil.sa seitag.i,'::,"rr.r'ri-r clime,ksud dalam Pasal 15 pada ayat (3) untuk

pelaksairnian Pc;rjirlai i ii r-: Ilir:i'i,; ctapat berupa event organizer, biro jasa
perjalerr'lrirlrr llerusiihc,,iul jasei transporta.si, dan perusahaan jasa
perhorelai: / Dctrgiira i)?t lt.

(2) Penetapan pen5rsdia jirsar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai kcr.cntuan -v*etng; rne n.gatur pengadaan barang/ jasa pemerintah.

(3) I(ompoileri biaya :),;t'lalanein f,inas yang dapat dilaksanakan dengan
perikatan irreiiputi l:iiryei rra]rr;port termasuk pembelian/ pengadaan tiket
dan/ atatt Lriali'i1 pe ngrI Ir-,i pal).

Pasal 17
Per3arauran Dalam Negeri

(1) Untuk melal<u}<arn perjiiianan dinas Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris
Daerair, ilimpinern DI,ftD. Angvota DPRD Pegawai Negeri Sipil serta non
Pegawai Negeri Sipii, rnc'nqair-ikan permohonan kepada pejabat yang
berr,venan g ..rtrtrik nlenerrit:<an surat tugas dan SPD bagi yang
be rsangkti t-ai: .

(2) Biaya y:rng Cikc h r:ir"l.:er"n sr:hubungan dengan perjalanan dinas
WalikotalWakil \,fi;iiil<ot:,r, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota
DPRD Fe,3an,ai Ncger-: fii;';ii :':r,::--,r :ton Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada
anggarELn irpng terse diii pacla SI{PD yang bersangkutan.

(3) Pejabat \rarr,g ber*,\,e ilni-rr,{ ciaian: menerbitkan SPD, sekaligus menetapkan
alar transpr.:rtasi r"ri'rri (iis,-i;rlkan untuk melaksanakarl perjalanan
bel-sangk1rtan C*ngi,irl :ri;lt':i,r:i';rafikan kepentingan Serta tUjUan perjalanan
dinas ters;::i:ut.
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Untuk rlcnjamin ker.*rriban cialam pelaksanakan perjalanan dinas bagi

Waiikota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota

DpRD Fegaurai Negeri Sipil sertr. non Pegawai Negeri Sipil, maka seluruh
proses penebitan Suri,-r Peri,ntarh Perjalanan Dinas (SPD) dilaksanakan pada

bagian protokol Sekrctariat Dae,rah Kota Makassar dan ditertibkan oleh

yang benveitang.

Sasal 18
"i'er.laiirr a.n Luar Negeri

(1) Dalam n"icl,arf :ukrin P,-:l. i,ilanar i ')inas Luar Negeri yang dilakukan oleh

Walikorzr,i r\il"i"lqil W'ali.,,*.i.,,*, $e kr'q taris Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota

DPRD Flc,sa,xai Nr:g;r.;r"i Sil:il tr\,.,-lb mendapatkan persetujuan d*1 pihak

Kementriirn [.]alarn !.i;:gc;r :.{,r"f ,1 rerpedoman kepada peraturan perjalanan

dinas i'r-iu.r ::e geri :.,rlblrgaimein,r di.tut dengan peraturan pemndang-

uncianga.ii "

(2) perseorarigaprrrr,lol ir)r)gai.'"\'ai ileg:ri Sipil dalam mendukung pelaksanaan

kegiatan lier,,velenggaraan pernei'intahan daerah berdasarkan SK walikota
yang clila,tsar:reikan rii l,,.rrrr rir-:s,ori, (disetarakan dengan PNS gol' III) atau

disesuaii<a:.n,:r'i'lgan c:,c;or-r,:egawai tersebut sebagai contoh menjadi

Oenva};i.ii-: p,lriuristl;i, pt=me t'intait kOta di lUar negeri'
(3) S,Ltuan E,e,i'a P*,ja.reir...:t l)inas Luar Negeri berpedoman kepada satuan

bizrya yu.i-iq l;eriair-, ,Jeilam APiri\i sebagaimana diatur dengan peraturan

pen-lndern g- u ri Cangi,tr r .

})asal 19
pe lytanffig uffi gJ ".r.'vaban PerJalanan Dinas

(1) SpD rlltr'ripiri<arn br;i.:r.i pelaporr,n dan pertanggung jawaban pelaksanaan

perj erlan i,i ;.r d ii-rers .

(21 Dalam liFil tlclrrk i-ri;ii:i:r ;rr. i:ghapusan-penghapusan atau cacat-cacat
,l- ,-ibahan dilakukan dengan coretan dan

C ibubuiri nar-n"i" ci.ari berwenang.

(3) flalarn S I]lJ ir:i:-'..is catat:

e. l-algg:^- 3r:'iri:gkl., a,,,i-r-; ;cil.i;,at kedudukan dan di tandatangani oleh

pe;Jba: ii ii*g bct ,, '...,: 'i, /i '-'j'.'-i:at lain yang ditunjuk
b. tru,ggr,,l :ih,- cnr"r r ;,-{i.r'al*ri,'il. Cari tempat tujuan dan ditandatangani oleh

1:ih:llr- , pf-,r,t;il cii l c:r:, T;Lt' ;/;ltl11 didatangi dan
c. tanggli:; r-ioi.r kem.l;.iili ,Jir-err:t:irt kedudukan dan ditandatangani pejabat

yang [.:*r,,!'ena.Lg i lf,i:;i;ii-:{lt k::-ri yang di nrnjuk'
(4) Seiarnta,-lai-n'i;as1r.,'cr :i ;.:i:iai ",o ri kerja setelah perjalanan dinas berakhir,

Spi,r ,yiii;ii .cii:n i,irrili;L.iiii L: :].iatan tanggal tibl kembali dan telah

clital;.itr .:;.rg,,..n, {)le,:: n)c-;Ll i-Jil, i va ng berwen aiglpejaba-t lain yang telah di
turrji-rli-,.ittr- :i i, s, r:ll'iiii,,.rr i;;,:;:,,dL bendahara pengeluaran yang semula

meiril;rr\ , ili",i. ,i*-.',',' ii,- ..,i^li-.,.r.1 dinas kepada Walikota/Wakil Walikota,

.le"rirL:i;., S ,;l'...;,'.'it '.):.': I.:.i.-l I'PRD, AnggOta DPRD PegaWai Negefi Sipil

seri.el r',i,' l.-:,{,,,,.,i1,i \ir' <r:: i :ii:,iI, untuk selanjutnya digunakan dalam

pei*)\,]us1,:::111: l)i:f i.iL-'-".,1.1:-; ii:\:,':;i an oleh bendahara pengelu'aran SKPD'

(5) .Pe"i:l:r.it,l: ::"1i tii',rr:rl-:t :': !'',,'r,;1, i.,.r :- Alanan dinaS Sebagaimana dimakSUd pada

i')./i..-: il.'l :l-.:i^:: r"i ,"-tt-1, l.:l'::'r''iril -it'ltUmen bef11pa:

i ., :'

ir r il,,t.r,..rriir, :i oleh pejabat yang berwenang dan pejabat

iiiii, :ri-'i r:lt;,-i',,.l rrtan dinas atau pihak terkait yang menjadi

dalam tutrisan, P

a.
1..

Ll iS
_-- | r I
r Jl,

-l i i,.'.-

{' .:r r'.- i*. '.(.,,.,..F!r
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c. tikei ir,c;sli,i:.rat, bi :,''iiir-ii pas. I irpot ta><, retribusi, dan bukti pembayaran
niOcii; . -'Jir'- s iii.)I'l-gi; I : :: ; :").','ir -

ci" bul.i.^ii r-i:r:",:airiti-e,,. ,.(,.;::. ata:.. ;empat menginap lainnya.
e. Cafl*i- Je,.;;c--jir...-.:i ::'"i:lrri*ri-i dengan format sebagaimana tercantum

Caiar: .i.anir:i:'i:it: i'r. i),- r-Li:Liri:irr Walikota ini.
f. sLirrrl lrr:.,\r iiiir:r .r ..: r;l!ll.:; ija\ rab Belanja SeSUai dengan format

se btrgi. Liririi-a Lrj:r-i-i1lrl -irr, ifi.iirr:r Lampiran V Peraturan Walikota ini.
(6) Feqaiairl,"r r..ji.rir:i r.r,ji,:i::. i'i,itgka mengikuti Workshop/Bimtek/Diseminasi

lSosiaij.s:,^si,, ;,c!i:iit,, , I-r,r,E'ir],--\ L./Simposium dan sejenisnya yang di
ber,i:(.:^.1 .:i:- ", ...(. .- l;:i. ,.i',-'ta saat penyerahan SPD sebagaimana
din: a, .i. . 

j'; - :-i. , l i.
Den';i;ii1 .,,::'il'. ,,,iltii.r'ii;i,:'ii i.:liil iiLirLr ftltOCOpy Seftifikat.

(71 f)ainr,i r:: iil t.lt.. i.:r ,iii :i-.:'::,,lif atas biaya perjalanan dinas dimaksud,
ber:r.iill'ri:r-;ri r; '-..:,(-iIr, ',,,,', :i,]ir)i; irirrus melakukan verifikasi atas pertanggung
ttv,*i.:i- t,;" : ii.r, ;r; ,: .r. i;lth Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris
Dacllii ';ir,.,:il:,:: ','):"-',.-, ,!;r.Ifiota. DPRD Pegawai Negeri Sipil serta non
Peg:iir a: r'':::g;r,:r-i ;:l.D. r r':,:t"^5, i.,::'ilr-r 1-ilelaksanakan perjalanan dinils.

r'',,* ii.r'.:j ,rdanya selisih lebih, baik disebabkan oleh
, ri:i'r. :-,r tya penginapan maupun yang disebabkan

.i.r,..;;r :.o:lisih lebih dimaksud harrs dikembalikan
. JKPD.

dilarang melakukan pembayaran biaya
ika Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris

,,i ila DPRD Pegawai Negeri Sipil serta non
,',gkutan belum menyampaikan pertanggung

: i clah dilakukan sebelumnYa.

'asal 2O

;-:, -iarr Daerah l(ota Makassar berwenang dan
i',;rit pelaksanaan Peraturan Walikota.
r: rnembatasi pelaksanaan perjalanan dinas

,. : :,,n mengurangi frekuensi, jumlah orang dan

r'i,'r, , ::taris Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota
! ., :.r" i' ,, r.lot1 Pegawai Negeri Sipil yang melakukan
. .:-,, r,',,,' :rr;Ah senenlrhnva atas kerugian vang di::rl j' " ,'1 , r.,,;nf sepenuhnya atas kerugian yang dr

,.. ! .lzil-raf lzecalqhan c.t'.tr kealneen Vang::ri,,.,lcibat kesalahan atau kealpaan yang
,\ f /-r rlar.r (:.t)rt nr.rialanan rlinqs hrrr"ken AAn

: nn kealpaan sebagaimana dimaksud pada

-,Ean ketentuan perundang undangan yang

11 tindakan-tindakan lainnyr-:' menurut

(e)

(r)

(2)

Pihi, ;- '- ,-,

Sebt:1.-.- i ','

dala:r .. ::':

didc:"itii i ,,

yan.:l i. --.'1'

,'3-sa1 2t

. , , i llisuan dokumen, menaikkatn dari harga
| . ,, ;nlanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih)

':- ' ,,. ' rlitn Dinas yang berakibat l<erugian yang
,i,;,i,j,.i1i ,i lawab sepenuhnya atas seluruh tindakan
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(i)

(21

' Pasal 22
i

Untuk perjalanan dinas lurar licgeri, nrengikuti ketentuan yang di tetapkan oleh
Ivlenteri Keuangan Reputrlik lr:clonesia danlatau Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia.

BitB VII
PE.NUTUP

Fa.sal 23

Ketenruan di.-r.lam Pcrlituran Wi.l kota ini, berlaku untuk perjalanan dinas
clalarn Negeri y€rng O,tiprr'i'ri da. i :.,rggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) I{ota Makass{rr.
Hal-Hal yang belurr: diatur claliint Peraturan Walikota ini akan diatur lebih
lanjut dengan Keputtl$an Walikota

Parsal 24

Pada saat P*ieit'',iriiri \,Ui,iil^:':',ia i;:: niulai berlaku, maka Peraturan Walikota
Makassar Non^,or 9 Tahr.rr-r'2O13 tcr:ri::ng Perjalanan dinas bagi Pejabat Negara,
Pimpinan dan Anggote tr)c\i,,an Pcr'..r'a,<ilan Ralqyat Daerah serta Pegawai Negeri
Sipil Kota Makassar, ciical:ut dan clirr,'atakan tidak berlaku.

Prisal 25

Peraturran Vv'r*lix.;..,. ini rr,.li.^lir bcriatu pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang ntenge tahuin!'a nrcinerintahkan pengundangan Peraturan
Walikot.a ini r'1:.nr:iil-r tlr/.:ltoifrl;lirl<ani'!.r'"r dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar

HAN POMAT{TO

Diundangkan ci i Makass'.tt"
pada tanggal

S D^S,ERAII KOTA MAIUiSSAR,

SAI,EF{
KOTA },,iI,I{ASSAI? "AHUN 2OL4 NOMOR 64



LAMPIRAFT
NOWIOR
TANffi$*bI"
TEIV?ANG

PERAf URAN 1VALIKOTA MAI{ASSAR
64 T*uhru.ur 2SL4
39 Xlesersrber *$.14
PETC MAIq PERJALANAN DIIVAS BAGI WALIKOTA/WAI{IL
WAIX}KCTAO SE'KRETARIS DAERAH, PIMPINAfl DPRD,
Aii(+{r+lf"q "{)P:Rl.r, PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA NOI{
]!iilG.*r'i"io'ri{i rugiG;}III SIPIL KOTA MAI(ASSAR

DINAS DALAM DAI{ LUAR DAERAIIK$l\{Ft^}NF)}I

a. Perjalanan
pelaksa:":a:
melekar ':i

b.
{t)

./ 3) Sesuai
penugasan

Maksimal 3
(tiga) hari

Maksimal 3
(tiga) hari

Sesuai
penugasan

':. i)":i i; ran;ln Dinas untuk mengikuti kegiatan rapat,
.i :.'iit: i:i ,.iengan undangan menghadiri.
r- ..ipi: r, ;1i.rg saku sesuai standar biaya selama mengikuti

:,i: I ir:,rru) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari

Can huruf f diberikan biaya transport Kepala
lian Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Non

Perjalanan
pendidikan

Perjalirn,, *r

menjem::u: i :

pemakarllii:. ,:'.
Kepalil Dt,u;.-i,.,

DPRD cari I'i

Perjalar:r,i.n
menjenrSrt.i't- '' lt: '. -.1 :r--.

pemakar:rer ." -,.- :

Kenala J: .'-,' l

DPRD dr.n !:'iS '',:^i..

tempat kec.ur.ur-i:l'. i
tempat jlen'i;?{r,l:l' t'l.

Hal-hril i ri r::
prograrri -..

Daerah.I
Kc I e(ir r;

.1. :,'j "t.:

1.,,

*.

Sesuai
penugasan

Sesuai
penugasan

2 (dua) hari

1'a pen$lnd

MOH. RAMDHAN POMANTO
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I,AMFIRAN II PEFLATURAH WAI,IKOTA MAI(ASSAR

NOMOR : 64 TAHUN 2OL4

TAlf G'$frL : 29 flesenb er 2Ol4
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